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ARTICLE INFO ABSTRACT

Article histor

Received: Zegyuzary 02, 2025 This study examines the political aspects of law in
Rt o 05, 2005 the application of the principle of justice to Islamic
law, with the aim of analyzing the extent to which
the principles that are sometimes in Islamic law can
be applied in legal politics. In this study, the author
Keywords uses a qualitative approach using the literature
Politics; Law; Istamic Law; study method. The results of the study indicate that
o there are several political legal challenges to the
application of this principle of justice and the
public's understanding of Islamic law is still minimal.
In addition, this study also finds a solution to this
problem by creating a more focused framework for
the values of justice contained in Islamic law, thus
social justice for the entire community can be
realized. This study is expected to provide learning
for legal science developers, especially in
understanding between politics and law in Islamic
justice.

Pendahuluan
Hukum Islam, sebagai suatu sistem hukum yang berakar pada ajaran

syariah, menempatkan asas keadilan sebagai pilar utama yang mendasari seluruh
prinsip dan aturan di dalamnya. Keadilan dalam perspektif hukum Islam bukan

sekadar diartikan sebagai pembagian yang merata atau seimbang, melainkan juga
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sebagai upaya yang berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan sosial,
keseimbangan moral, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa
memandang perbedaan status atau kedudukan. Pada tataran praktis, penerapan
asas keadilan ini kerap menghadapi tantangan kompleks yang muncul dari
berbagai pengaruh, terutama yang bersumber dari dinamika politik dan sosial yang
berkembang di masyarakat. Dalam konteks inilah, politik hukum menjadi faktor
penting yang menentukan arah dan cara penerapan prinsip-prinsip keadilan
tersebut, membentuk bagaimana nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam dapat

diadaptasi dan diterapkan di tengah masyarakat yang heterogen.

Politik dipahami sebagai sekumpulan makna atau nilai yang diambil dari
masyarakat, serta pilihan-pilihan yang diambil untuk membenarkan fungsi dan
keberlangsungan tatanan sosial masyarakat. Selain itu, politik juga dipahami
sebagai sebuah proses penyelesaian masalah kolektif yang bertujuan untuk
mewujudkan kebijakan bersama dalam kehidupan sosial, yang berkaitan dengan
nilai-nilai dan pilihan yang diambil oleh masyarakat untuk mencapai tujuan
tertentu. Isbar menjelaskan bahwa politik berkaitan erat dengan beragam
perbedaan yang ada dalam kehidupan antara pemimpin dan rakyat, di mana
orientasi politik ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi kekuasaan. Selain itu,
politik juga berfungsi untuk mewujudkan cita-cita serta ajaran-ajaran moral,
berperan sebagai institusi yang menegakkan pelaksanaan perintah dan ajaran
moral tersebut. Nilai-nilai yang ada dalam politik berfungsi sebagai kerangka
acuan untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam struktur masyarakat.
Selanjutnya, nilai-nilai dalam politik tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang
menjadi sumber dari nilai-nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan melalui

lembaga-lembaga politik atau organisasi kelompok tertentu. (Syamsuddin, 2008)

Melalui pendekatan politik hukum, upaya untuk mempertahankan keadilan
yang ideal dalam konteks hukum Islam memiliki potensi untuk menghadapi
berbagai tantangan, tetapi pada saat yang sama juga membuka kesempatan untuk
mengatasi kesenjangan yang ada antara prinsip-prinsip keadilan yang terdapat

dalam syariah dan kondisi nyata yang dihadapi di masyarakat.

Pemahaman yang mendalam serta pengetahuan yang komprehensif tentang

prinsip-prinsip keadilan dalam syariah menjadi aspek yang sangat penting,
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khususnya bagi para penegak hukum dan masyarakat luas, karena penerapan nilai-
nilai ini dapat memberikan landasan bagi terciptanya keadilan sosial yang
diharapkan dalam hukum Islam. Relevansi dari pemahaman ini menggarisbawahi
perlunya dialog konstruktif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
mulai dari pemerintah, ulama, hingga masyarakat sipil, agar tercapai
kesepahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat
diterapkan secara harmonis dalam konteks sosial yang terus berubah. Selain itu,
untuk memastikan agar penerapan prinsip-prinsip keadilan ini konsisten dan
responsif terhadap kebutuhan lokal, perlu adanya adaptasi hukum vyang
mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya di setiap daerah. Langkah-langkah
ini harus disertai pula dengan penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi
yang sistematis terhadap implementasi hukum, sehingga penerapan nilai-nilai
keadilan tidak hanya berjalan sesuai prinsip, tetapi juga tetap relevan dan efektif

di tengah dinamika sosial yang ada.

Pada kajian ini, penulis berfokus untuk menganalisis secara mendalam
bagaimana berbagai aspek politik hukum berperan dan memberikan pengaruh
terhadap penerapan asas keadilan dalam hukum Islam. Analisis ini mencakup
bagaimana dinamika politik hukum dapat membentuk, mengubah, atau bahkan
menghambat penerapan prinsip keadilan yang menjadi inti dari hukum Islam.
Lebih jauh, kajian ini juga berupaya mengeksplorasi berbagai tantangan yang
muncul dalam proses penerapan tersebut, termasuk hambatan dari faktor sosial,
budaya, atau kepentingan politik tertentu, serta menggali peluang yang mungkin
terbuka untuk memperkuat penerapan hukum Islam dalam konteks keadilan yang
lebih luas. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan diperoleh wawasan yang
lebih mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana hukum Islam tidak hanya
dapat diterapkan secara ideal, tetapi juga secara efektif dan relevan untuk
mencapai tujuan keadilan sejati yang inklusif dan bermanfaat bagi seluruh lapisan
masyarakat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka terhadap

sistem hukum yang adil dan bermartabat.
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Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi

kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama dalam mengumpulkan
dan mengevaluasi data. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis
mengumpulkan data sekunder dengan berbagai literatur terkait, seperti buku,
laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah dan dari sumber-sumber lain yang terkait
erat dengan permasalahan yang sedang dibahas. Seluruh literasi dikumpulkan
kemudian dipilih berdasarkan kriteria inklusi-eksklusi, seperti tahun terbit,
relevansi terhadap masalah, dan validasi sumber. Untuk mengetahui keterkaitan
materi dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian ini juga dilakukan untuk
memberikan wawasan yang mendalam tentang”Kajian Aspek Politik Hukum dalam
Penerapan Asas Keadilan terhadap Hukum Islam”. Selain itu agar dapat menjadi

landasan bagi penelitian dimasa yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan
Pengertian Politik Hukum dan Hukum Islam

Politik hukum merupakan sebuah disiplin ilmu yang membahas secara
mendalam mengenai tujuan-tujuan utama vyang ingin dicapai melalui
pembentukan hukum, serta bagaimana proses dan dinamika hukum terbentuk dan
berkembang dalam suatu negara. Secara umum, istilah politik hukum sering kali
dikaitkan dengan kebijakan atau strategi yang digunakan oleh pemerintah atau
negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat
memengaruhi arah perkembangan masyarakat. Melalui politik hukum, pemerintah
memiliki kesempatan untuk menetapkan kebijakan yang tidak hanya mengatur
tatanan sosial, tetapi juga mengarahkan masyarakat menuju perubahan tertentu
yang sejalan dengan visi dan aspirasi politik yang hendak dicapai. Dengan
demikian, politik hukum memainkan peran kunci sebagai alat kebijakan yang
memungkinkan pemerintah untuk mewujudkan perubahan sosial secara
terstruktur, sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
kebijakan negara.

Politik hukum secara bahasa menurut imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari
berasal dari bahasa Belanda rechspolitiek yang kemudian diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia menjadi dua suku kata yaitu recht dan politiek. Recht yang
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berarti hukum dan politiek yang kemudian dilihat dalam kamus bahasa Belanda
mengandung pengertian beleid yaitu kebijaksanaan, jadi jika ditarik benang
merahnya istilah politik hukum secara bahasa berarti kebijaksanaan hukum atau
legalpolicy.(Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2007)

Menurut terminologi politik hukum adalah Politik hukum ada kajian ilmu
hukum yang titik tolaknua pada proses perencanaan, pengembangan serta
pengaplikasian kebijakan hukum yang bertujuan mencapai tujuan tertentu dalam
masyarakat. Politik hukum merupakan cerminan dari kehendak atau kepentingan
suatu negara dalam membangun dan mengarahkan sistem hukum agar dapat
memenuhi aspirasi, nilai, serta cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa tersebut.
Politik hukum juga dapat dijadikan sebagai alat hukum untuk mencapai tujuan
politik negara, hal ini menggambarkan bahwa politik hukum menjadi salah satu
bagian yang teramat penting dalam sistem hukum karena mencerminkan hubungan
antara kekuasaan, kebijakan, dan keadilan.

Menurut PadmoWahjono, politik hukum adalah kebijakan dari
penyelenggara negara mengenai kriteria yang diterapkan pada saat menjatuhkan
hukuman kepada seseorang yang bersalah. Kebijakan didalamnya mungkin bisa
terkait dengan bagaimana hukum dibuat, bagaimana hukum diterapkan, dan
bagaimana hukum ditegakkan.(Manan, 2018)

Menurut Mahfud MD, politik hukum meruapanlegal policy (kebijakan)
tentang hukum yang akan berlaku untuk semua jenis hukum baik itu hukum yang
lama ataupun yang baru sebagai upaya untuk mencapai tujuan negara. (MD, 2010)
oleh karena itu dapat dipahami bahwa menurut Mahfud MD politik hukum iyu
adalah kebijakan hukum yang diterapkan oleh satu negara itu. Soedarto
perpendapat bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan negara yang bertujuan
untuk memberikan aspirasi kepada masyarakat untuk mencapai sesuatu yang
diharapkan melalui lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh
dalam menetapkan peraturan perundang-undangan yang dikehendaki sesuai
dengan kondisi dan waktu tertentu. (Isharyanto, 2016)

Teuku Muhammad Radhie juga memberikan definisi mengenai politik

hukum, yang menurut pandangannya merujuk pada kehendak dari penguasa
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negara dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan hukum yang
berlangsung di dalam wilayah kekuasaannya. (Santoso, 2021)

Berdasarkan beberapa definisi yang telah diuraikan di atas mengenai
konsep politik dan hukum, terlihat bahwa istilah “politik hukum” merupakan
gabungan dari dua kata, yakni “politik” dan “hukum,” yang masing-masing
memiliki makna yang kompleks dan luas, serta sering kali berbeda-beda
tergantung pada konteks penggunaannya. Kata “politik” mencakup berbagai aspek
seperti kekuasaan, kebijakan, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan
tertentu dalam masyarakat, sedangkan kata “hukum” merujuk pada norma-norma
atau peraturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam kerangka
sistem legal yang diakui. Ketika kedua kata ini digabungkan menjadi “politik
hukum,” maka tercipta suatu istilah yang mengandung makna yang lebih spesifik
dan terpadu, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain layaknya dua sisi mata
uang. Artinya, politik hukum mencerminkan interaksi erat antara kekuasaan dan
kebijakan di satu sisi serta kerangka aturan dan ketentuan legal di sisi lainnya, di
mana keduanya saling melengkapi untuk membentuk kebijakan hukum yang
memiliki tujuan tertentu dalam sebuah negara atau masyarakat.(Ismatullah &
Nurjanah, 2018)

Analisis politik hukum menjadi sangat penting karena hukum memainkan
peran fundamental dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, yang pada
gilirannya menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan berkontribusi terhadap
tercapainya kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya
berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat
mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, perlu
adanya integrasi antara hukum dan berbagai unsur lain, termasuk politik, untuk
memastikan bahwa hukum dapat berfungsi secara efektif. Sejumlah teori hukum
juga menegaskan pentingnya politik hukum, yang memberikan dasar kuat untuk
memahami peran dan pengaruh hukum dalam struktur kekuasaan dan pengambilan
keputusan dalam masyarakat. Dengan demikian, keberadaan politik hukum tidak
hanya diperlukan, tetapi juga krusial untuk menciptakan sistem hukum yang
responsif dan adil, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat secara keseluruhan.
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Hukum islam merupakan gabungan dari dua kata, hukum secara lughah
mengandung makna memutuskan atau mencegah. Sedangkan hukum menurut
istilah adalah sekumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia
yang bersifat memaksa yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi. Menurut
usul fikih, hukum (al-hukm) adalah firman Allah SWT untuk mengatur perilaku
manusia sebagai mukallaf. Hukum-hukum ini dapat berupa wadh'i yaitu ketentuan
Allah SWT yang berkaitan dengan penentuan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau
penghalang, atau berapa igtidha yaitu larangan, perintah serta anjuran untuk
melaksanakan atau meninggalkan, atau berapa takhyir yaitu kebolehan yang
diberikan kepada seorang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak
melakukan. Sedangkan Islam adalah Agama yang paling sempurna dari agama
lainnya yang mempunyai dua sumber utama pegangan bagi umat muslim yaitu al-
qur'an dan hadis. (Musoffa et al., 2024)

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai suatu sistem peraturan yang
mengatur perilaku umat Islam (mukallaf) berdasarkan pedoman wahyu Allah (Al-
Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW. Sistem ini memiliki sifat yang mengikat dan
diakui keberadaannya oleh seluruh umat Islam. Secara lebih luas, hukum Islam
mencakup ketentuan dan pengaturan Allah yang bersifat universal dalam
mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, antara sesama
manusia, serta antara manusia dengan lingkungannya. Di dalamnya terdapat
larangan dan perintah, serta persyaratan, alasan, dan hambatan yang berkaitan
dengan tindakan hukum tertentu.(Wardi & Zuhri Arif, 2023)

Dengan demikian, hukum Islam dapat dipahami sebagai seperangkat
ketentuan atau aturan yang diturunkan oleh Allah SWT, yang ditujukan untuk
mengatur perilaku dan kehidupan umat Islam, serta berlandaskan pada pedoman
Al-Quran dan hadis yang memiliki sifat mengikat bagi para penganutnya. Dalam
konteks ini, hukum Islam tidak hanya mencakup regulasi mengenai hubungan
manusia dengan Penciptanya, tetapi juga mengatur interaksi antara sesama
manusia serta hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Hukum ini
terdiri dari berbagai perintah dan larangan yang dirancang untuk membimbing

umat Islam dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan
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moral yang ditetapkan, sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial dan

spiritual.

Konsep Keadilan dalam Hukum Islam

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang sering kali menjadi
perbincangan utama dalam sepanjang sejarah perkembangan filsafat hukum.
Mengingat betapa pentingnya konsep keadilan ini, dalam kajian filsafat hukum
sering kali muncul pertanyaan mendasar mengenai apa sebenarnya yang dimaksud
dengan keadilan. Pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban dari seorang filosof
bernama Ulpinus, yang kemudian pemikirannya diadopsi oleh Kitab Hukum
Justianus, di mana dinyatakan bahwa keadilan adalah kehendak yang konsisten
dan terus-menerus untuk memberikan kepada masing-masing orang sesuai dengan
haknya (luatitiaest constanset perpetuavoluntas lus
suumeuiquetribuendi). (Agustian et al., 2020)

Keadilan adalah konsep yang sangat kompleks dan sering kali sulit untuk
dipahami atau diukur, sehingga untuk mewujudkan rasa keadilan dalam
masyarakat menjadi tantangan tersendiri, terutama jika kita tidak memiliki
pemahaman yang jelas mengenai makna mendalam yang terkandung dalam istilah
keadilan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan
merupakan bentuk kata kerja dari kata "adil,” yang berarti meletakkan segala
sesuatu pada tempatnya dengan sewajarnya. Dalam Bahasa Inggris, kata "adil"
diterjemahkan menjadi "justice,” yang mencakup sejumlah nilai yang bersifat
abstrak dan memiliki banyak interpretasi. Beberapa pengertian terkait dengan
keadilan meliputi: pertama, sikap tidak berpihak kepada individu manapun dan
berlandaskan pada fakta-fakta yang ada; kedua, kejujuran dalam setiap tindakan
dan keputusan; ketiga, nilai untuk berupaya menjadi benar; keempat,
penghargaan atau reward yang diberikan atas tindakan yang sesuai dengan prinsip
keadilan; kelima, pencarian akan kebenaran; dan terakhir, penggunaan kekuasaan
untuk kepentingan bersama dalam rangka mencari kebenaran. Dengan demikian,
keadilan bukan hanya sekadar konsep moral, tetapi juga mencakup berbagai aspek
sosial dan hukum yang saling berkaitan, yang memerlukan pemahaman mendalam
agar dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari.(Sukti et al.,
2022)
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Keadilan merupakan nilai fundamental dalam kehidupan manusia dan telah
menjadi permasalahan klasik yang belum terpecahkan sepenuhnya. Perbedaan
dalam memahami keadilan memicu upaya individu untuk merumuskan dan
mendefinisikannya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan masing-masing.
Keadilan sering dipahami sebagai pembagian hak yang konsisten dan
berkelanjutan, yang mencerminkan prinsip untuk memberikan hak kepada setiap
individu. Konsep ini menekankan bahwa setiap masalah harus dievaluasi secara
terpisah, dengan prinsip "iussuumcuiquetribuere,” yang berarti memberikan hak
kepada masing-masing.

Inti dari keadilan terletak pada penilaian terhadap tindakan atau perlakuan
tertentu, yang dievaluasi melalui norma yang dianggap lebih tinggi secara
subjektif dibandingkan norma lainnya. Meskipun hukum seharusnya mencerminkan
nilai keadilan, penting untuk diingat bahwa hukum tidak selalu sejalan dengan
keadilan, karena terdapat norma-norma hukum yang mungkin tidak mencerminkan
nilai keadilan itu sendiri.

Keadilan sesuatu yang sangat penting dan memuat semua bidang yang terdapat
dalam hukum islam. Ketika allah menetapkan syari’at tentu allah SWT tidak
menciptakan hukum begitu saja, namun tujuan dari pada syari’at itu untuk
memberikan kemaslahatan bagi semua manusia. Karena pentingnya keadilan ini
sampai allah SWT mengatakan sebanyak 1000 kali didalam al-quran setelah kata
Allah dan Ilmu Pengetahuan. Islam sendiri meletakkan kata “adil” Ini ke dalam
tiga tempat yaitu seimbang, sama dan memberikan hak kepada yang berhak
mengambilnya. (Sugiharto et al., 2024)

Dalam Islam, keadilan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan penting, di
mana istilah "adil” itu sendiri mencerminkan berbagai makna, seperti
keseimbangan, persamaan, penghindaran diskriminasi, serta pemberian hak-hak
kepada setiap individu yang berhak menerima. Dalam konteks ini, keadilan dapat
dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu keadilan sosial, yang berfokus pada
distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil di dalam masyarakat; keadilan
antarbangsa, yang berkaitan dengan hubungan yang adil dan setara antara negara-
negara dan bangsa-bangsa di seluruh dunia; dan keadilan dalam bentuk

perundang-undangan, yang mencakup pembuatan dan penerapan hukum yang
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memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan sesuai dengan
hak-haknya. Dengan demikian, keadilan dalam Islam tidak hanya merupakan
prinsip moral, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi interaksi sosial, hubungan
internasional, dan sistem hukum yang menciptakan kesejahteraan dan kedamaian
di antara umat manusia. (Ahmad, 2018)

Secara keseluruhan, keadilan dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan
yang dirancang untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat secara luas serta
untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan tersebut dengan lebih efektif.
Dalam konteks ini, Al-Qur'an secara eksplisit menekankan perlunya setiap individu
untuk berbuat adil, tidak hanya dalam interaksi dengan sesama manusia, tetapi
juga dalam hubungan mereka dengan lingkungan dan terhadap diri mereka sendiri.
Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ajaran Islam bersifat
komprehensif dan melibatkan tanggung jawab sosial yang luas, di mana keadilan
bukan hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup etika, moralitas,
dan keberlanjutan dalam berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, ajaran
Al-Quran tentang keadilan mendorong umat untuk berkontribusi dalam
menciptakan masyarakat yang harmonis dan seimbang, serta menegaskan
pentingnya keadilan sebagai nilai fundamental dalam mencapai kehidupan yang
baik dan bermartabat.

Allah Subhanahu waTa'ala berfirman:
138 3 i s nadin o Sl g 385580 S gd
Eshaiey 5k gL 58 35 8
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena
Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah
adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah
[5]:8)

Allah Subhanahu waTa'ala berfirman:
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Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan
cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa.
Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani
seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara,
lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah.
Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil
pelajaran.”(Al-Anam [6]:152)

Allah Subhanahu waTa'ala berfirman:
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Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya.
Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain,
perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali
kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah
Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. (Al-Hujurat [49]:9)

Aspek Politik Hukum dalam penerapan Hukum Islam

Sistem hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar
1945, dicapai melalui politik hukum, merupakan sistem hukum yang berasal dan
bersumber pada berbagai sistem peraturan yang berlaku ditengah masyarakat
Indonesia.(Asmuni & Firman, 2022) Sistem hukum islam yang sudah melekat dari dulu
mengenai keyakinan, sistem hukum Eropa yang merupakan warisan kolineal dan hukum
adat yang tentu telah mengakar sejah zaman dahulu masyarakat Indonesia dalam
kehidupan sehari-hari, semuanya dipakai oleh masyarakat Indonesia yang pluralisme

untuk menegakkan supremasi hukum.

Melalui politik hukum ini, ketiga sistem hukum tersebut menjadi landasan bagi

pengembangan sistem hukum yang menyeluruh dan dinamis. Karena mayoritas penduduk
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Indonesia beragama islam, maka timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran hukum
Islam dalam pembentukan hukum nasional dan dapat mengakomodasi hukum positif ke
hukum islam. Akan tetapi, karena dinamika politik hukum, maka hal itu menjadi kompleks
seperti membalikkan telapak tangan, tapi pembentukan hukm nasional itu memerlukan
usaha yang terus menerus. suatu kebijakan yang diambil oleh negara melalui lembaga-
lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat Undang-undang dikenal sebagai politik
hukum. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang hukum islam maka tidak bisa kita
pisahkan dari kehidupan politik, dikarenakan hukum islam tanpa support politik akan sulit

untuk diterapkan dan tumbuh di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. (Nur, 2023)

Islam sebagai agama yang rahmatanlil'alaminmenjadikannya sebagai agama yang
mengutamakan nilai-nilai manfaat untuk mengatur setiap manusia. Dengan konsep inilah
islam dapat mengatur sedemikian rupa mengenai hidup sosial, sehingga terciptalah
kedamaian, kehidupan yang harmonis, adil serta sejahtera. Penerapan konsep ini
dimaksud untuk menjadi hubungan antara setiap elemen masyarakat yang tidak mengenal
perbedaan sehingga hal dan kewajiban dapat terpenuhi dan tidak akan ada kepentingan
antara kelompok, sehingga kata terdzalimi itu tidak akan lahir. Karakter
rahmatanlil'alamin menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan yang ada

ditengahmasayarakat, seperti dalam kasus keyakinan, ras, budaya, fisik dan lain-lain.

Interaksi antara politik, hukum dan agama Islam menjadi dinamika yang kompleks
dan terus berkembang. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama
islam, tentulah penerapan hukum islam tidak bisa terlepas dari berbagai pengaruh faktor
politik. Aspek politik hukum dalam menerapkan hukum Islam merupakan upaya yang
dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang mengedepankan asas-asas keadilan,
kesejahteraan dalam kehidupan setiap orang. Dalam menerapkan hukum islam, politik
hukum memiliki peran menjamin supaya hukum bisa berkembang sesuai dengan
perubahan zaman. Penerapan akan berhasil jika antara pemerintah dan masyarakat saling
bekerja sama agar tujuan utama dari hukum Islam dan politik hukum, yaitu keadilan dan

kesejahteraan bagi seluruh umat dapat terpenuhi secara baik.

Hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk membangun masyarakat yang baik dan
beradab, tetapi juga memiliki misi yang lebih luas dalam mengatasi berbagai
permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, seperti ketidakadilan dan
ketidaksetaraan yang seringkali menghambat kemajuan dan kesejahteraan. Dalam
konteks ini, hukum Islam menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan

untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, hukum Islam berfungsi
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sebagai instrumen yang sangat penting dalam memberikan solusi atas isu-isu yang
berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dengan menegaskan bahwa keadilan adalah
elemen esensial yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Dengan
demikian, hukum Islam tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan, tetapi juga
sebagai panduan moral yang mengarahkan umat untuk menciptakan tatanan sosial yang
lebih adil dan seimbang, serta mendorong upaya kolektif dalam mencapai kesejahteraan

bersama.

Selain itu, hukum Islam juga memiliki tujuan untuk mencegah kerusakan serta
membawa kemaslahatan bagi manusia, baik dalam aspek umum maupun spesifik. Hukum
ini bertujuan untuk mengarahkan manusia pada kebenaran dan kebajikan, sekaligus
memberi panduan yang harus mereka ikuti. Allah mensyariatkan hukum Islam untuk
melindungi kemaslahatan umat manusia, baik secara individu maupun kolektif. Untuk
mencapai tujuan ini, Islam menetapkan berbagai aturan, baik berupa perintah maupun
larangan, yang dikenal sebagai hukum pidana Islam. Tujuan utama dari pemberlakuan
hukum dalam syariat Islam adalah untuk pencegahan, pengajaran, dan pendidikan. Karena
bertujuan sebagai pencegahan, hukuman harus diatur sedemikian rupa agar tercapai

maksudnya, sehingga tercermin pula prinsip keadilan dalam penerapannya

Hukum islam memiliki prospek yang baik karena ia memiliki karakteristik hukum
yang responsif, hal itu membuat dia bisa berkembang sesuai perkembangan zaman, tetapi
berbanding terbalik dengan hukum kolonial dimana iya sudah tidak berkembang lagi
karena tidak sesuai dengan zaman yang sekarang jika di terapkan, mayoritas penduduk
Indonesia yang beragama islam membuat politik hukum memberi dukungan terhadap
perkembangan hukunislammnya. Hukum islam menjadi salah satu sumber bahan baku
dalam pembuatan hukum nasional. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa strategi hukum
islam dapat di perjelas dengan negara tidak dapat membuat hukum agama tertentu,
tetapi negara mampu membuat aturan yang mengatur pelaksanaan Undang-undang agama
itu. (Itmam, 2019)

Analisis Pelaksanaan Asas Keadilan

Pondasi utama dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam hukum Islam, adalah
asas keadilan yang berfungsi sebagai prinsip fundamental yang mengatur penerapan dan
pelaksanaan hukum. Konsep keadilan yang komprehensif ini memiliki berbagai

interpretasi yang bervariasi dalam konteks politik hukum, mencerminkan kompleksitas
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dan dinamika yang ada di dalam masyarakat. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dipahami
sebagai sebuah konsep teoritis belaka, melainkan juga sebagai nilai-nilai dasar yang
tertanam dalam seluruh ajaran Islam dan berperan penting dalam membimbing perilaku
individu serta interaksi sosial. Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam menjadi
lebih dari sekadar sebuah ide; ia berfungsi sebagai pilar yang mendukung upaya
menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan adil, sekaligus mencerminkan komitmen
agama untuk menegakkan prinsip-prinsip moral dan etika dalam kehidupan sehari-
hari.(Nasihin Robiati, 2021)

Keadilan dengan cita hukum yaitu manusia harus mengikuti perkembangan zaman
dari masa lalu sampai masa sekarang, dan akan terus berlanjut hingga manusia tidak ada
lagi. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad, manusia memiliki
kemampuan spritual untuk berpikir dan merasakan. Perasaan dapat digunakan untuk
mengendalikan keputusan yang logis, sehingga memungkinkan keputusan tersebut
berjalan oleh nilai-nilai seperti kebaikan dan keburukan, yang dapat digunakan untuk

membedakan antara perasaan yang baik dan buruk.

Hukum Islam di Indonesia diadopsi mulai dari zaman kerajaan dan oleh karena itu,
maka disesuaikan dengan agama yang berkembang pada saat itu yaitu agama Hindu dan
Budha, sehingga hukum islam itu dapat hidup berdampingan dengan hukum yang ada di
Indonesia. Dari hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan sampai hukum islam
dalam bentuk norma atau hukum keagamaan yang berlaku di masyarakat, perkembangan
hukum Islam Indonesia senantiasa dipandang dalam sudut pandang kesempurnaan. Kajian
hukum islam bukan hanya sebatas dibidang keluarga, perdagangan tapi di semua aspek
kehidupan, yang selalu berpegang teguh kepada aspek keadilan. Asas keadilan merupakan
prinsip mendasar yang mempengaruhi berbagai aspek dikehidupan. Asas ini memberikan
fungsi kepastian bahwa setiap hak dan kewajiban seseorang dapat dipenuhi secara

profesional dan menyeluruh.

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menerapkan asas keadilan dalam kebijakan
hukum Islam dengan cara yang seimbang, yaitu dengan mengharmonisasikan antara
peraturan-peraturan agama yang berlaku dan konstitusi negara yang memiliki sifat
pluralistik. Dalam konteks ini, asas keadilan tidak hanya berfungsi untuk melindungi hak-
hak setiap warga negara, tetapi juga mampu mendorong terjadinya perubahan sosial yang
positif tanpa harus mengorbankan atau merubah prinsip-prinsip pokok yang ada dalam
hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, upaya ini menunjukkan bahwa keadilan dapat

menjadi jembatan yang menghubungkan nilai-nilai agama dengan tuntutan zaman,
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sehingga memungkinkan terciptanya tatanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan
masyarakat yang beragam, sambil tetap menjaga integritas dan substansi dari ajaran
Islam. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan bagi seluruh rakyat, dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan

norma-norma hukum yang berlaku.

Salah satu contoh penerapan asas keadilan dalam hukum Islam dapat dilihat dalam
kasus hak asuh anak dan pembagian harta gono-gini yang terjadi saat perceraian, di mana
sering kali muncul perselisihan antara kedua belah pihak yang saling memperjuangkan
hak masing-masing atas anak dan harta bersama. Kasus semacam ini menjadi perhatian
yang signifikan karena pengaplikasiannya secara langsung berhubungan dengan asas
keadilan dalam hukum Islam, yang mengharuskan pengadilan untuk memberikan putusan
yang adil dan sesuai dengan kaidah syariat. Dalam konteks ini, pengadilan diharapkan
dapat menegakkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi
anak serta hak-hak kedua belah pihak secara seimbang. Hal ini menunjukkan betapa
pentingnya untuk menerapkan asas keadilan dalam proses hukum, sehingga keputusan
yang diambil tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai
moral dan etika yang terkandung dalam ajaran Islam. Dengan demikian, kasus hak asuh
anak dan pembagian harta gono-gini menjadi contoh nyata bagaimana hukum Islam dapat
berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak individu

sambil tetap menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial.

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan asas
keadilan dengan menerapkan Hukum Keluarga Islam (HKI), khususnya dalam menangani
kasus-kasus perceraian dan warisan, di mana mereka bertanggung jawab untuk
memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Meskipun
demikian, terdapat kritik yang muncul terkait dengan isu kesetaraan gender dalam proses
pengambilan keputusan, yang menunjukkan adanya kecenderungan bahwa putusan yang
dihasilkan sering kali kurang melindungi hak-hak perempuan. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai seberapa efektif sistem peradilan ini dalam memastikan bahwa
prinsip keadilan tidak hanya diterapkan secara umum, tetapi juga secara spesifik
mencakup perlindungan hak-hak semua individu tanpa memandang gender. Dengan
demikian, kritik ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi dan reformasi dalam
pengimplementasian HKI, agar lebih sensitif terhadap isu-isu gender dan memastikan

bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan komitmen terhadap
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keadilan yang seimbang dan merata bagi seluruh pihak yang terlibat, terutama dalam

konteks yang berkaitan dengan hak-hak perempuan yang sering kali terpinggirkan.

Meskipun demikian, pengadilan senantiasa berusaha untuk menerapkan prinsip
keadilan dalam hukum Islam dengan mengambil pendekatan yang menggabungkan hukum
positif dengan hukum Islam, dengan tujuan untuk mencapai solusi atas berbagai
permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, pengadilan agama berkomitmen untuk
menerapkan asas keadilan tidak hanya dalam ranah hukum Islam, tetapi juga dalam
konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan upaya pengadilan untuk
memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya selaras dengan ajaran Islam,
tetapi juga mempertimbangkan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat,
sehingga dapat menciptakan suatu sistem hukum yang responsif dan relevan terhadap
kebutuhan dan realitas sosial yang ada. Dengan demikian, pengadilan agama berfungsi
sebagai jembatan antara prinsip-prinsip agama dan kebutuhan masyarakat, sehingga hasil
dari proses hukum dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih holistik dan

berkelanjutan.(Lavan, 2021)
Efektivitas Politik hukum dalam Menjamin Keadilan dalam Islam

Politik hukum yang efektif dalam konteks keadilan Islam adalah perlunya integritas
nilai-nilai Islam dalam pengembangan dan penerapan hukum. Upaya menjaga keadilan
tidak hanya sebatas terletak pada norma hukum saja, tetapi juga pada bagaimana
pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten terhadap norma tersebut. Keadilan
merupakan hal yang penting untuk menjaga kestabilan politik hukum, keadilan yang
dianggap sebagai penyeimbang hak-hak masyarakat diharapkan bisa memberi kontribusi

yang baik dalam membangun politik hukum di Indonesia.

Keadilan dan hukum memiliki hubungan keterkaitan satu sama lain sehingga dalam
tatanan Islam dianggap sebagai sesuatu yang interdependetie. Hukum yang lahir akan
menuntut rasa keadilan, dari keadilan inilah muncul teori keadilan dan hal tersebutlah
yang diperlukan oleh hukum, hukum yang baik ketika dapat melahirkan keputusan yang
mencerminkan keadilan. Islam sendiri menjadi sendi fundamental dalam menjadi salah
satu penegak supremasi hukum. Maka di tengah-tengah masyarakat diperlukan suasana

yang menciptakan rasa dan makna keadilan.

Dalam upaya mencapai keadilan yang hakiki, sangat diperlukan kesepakatan
bersama dari semua elemen pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, lembaga hukum

ataupun masyarakat sekalipun. Melalui penerapan politik hukum yang dilakukan dengan
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tepat dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam, maka diharapkan kedepannya akan lebih
adil. Jika hal tersebut terwujud maka masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan

harmonis dalam bingkai keadilan.

Keadilan dalam konteks apapun, adalah fondasi yang dapat menciptakan
kedamaian dan kesejahteraan, yang menjadi tujuan utama bagi kemaslahatan umat. Hal
ini lebih mungkin diwujudkan melalui peran pemimpin atau pemerintah yang bijaksana.
Dalam prinsip Islam, kebijakan seorang pemimpin harus didedikasikan untuk
kemaslahatan rakyatnya (tasharruf imam ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah).
Pemimpin sejati adalah pelayan bagi umatnya (sayyidul gaum khadimuhum), yang
bertanggung jawab melayani demi terciptanya keadilan. Oleh karena itu, mengejar
keadilan yang membawa kedamaian dan kesejahteraan harus lebih diutamakan daripada
kepentingan pribadi atau kelompok. Seperti terlihat dalam kisah Khalifah Harun al-Rasyid
dan Nasruddin Hoja, keadilan menjadi hal yang sering kali dirindukan ketika tidak dimiliki.
Dalam sejarah pemikiran Filsafat Islam, konsep keadilan ini erat kaitannya dengan isu
keterpaksaan dan kebebasan, menunjukkan kompleksitasnya dalam mencapai

kemaslahatan yang menyeluruh bagi umat.

Keadilan seharusnya diterapkan secara menyeluruh di semua aspek kehidupan
tanpa terkecuali, bukan hanya menjadi wacana ideal atau sekadar diskusi ilmiah yang
berulang. Lebih dari itu, keadilan adalah semangat yang menjadi inti kehidupan. Islam
memandang pentingnya keadilan untuk semua orang, di mana saja, dan dalam segala hal.
Salah satu aspek penting penerapan keadilan adalah dalam hukum, di mana keadilan
menuntut persamaan hak di hadapan hukum bagi setiap individu tanpa diskriminasi.
Ketika prinsip ini dijalankan, supremasi hukum dapat ditegakkan. Islam tidak hanya
menekankan keadilan dalam aspek normatif, tetapi juga historis, dengan berbagai contoh
konkret yang menunjukkan integrasi keadilan dan supremasi hukum dalam
praktiknya. (Fadhly, 2016)

Kesimpulan

Kesimpulan dari kajian materi jurnal yang membahas Analisis Politik Hukum
terhadap Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Islam di Indonesia, dapat
disimpulkan dengan penekanan pada beberapa poin penting yang menggambarkan
kompleksitas dan tantangan yang dihadapi. Pertama-tama, penerapan asas

keadilan dalam hukum Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang
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terkandung dalam syariah memiliki peranan yang sangat vital. Hukum Islam
dirancang untuk mewujudkan keadilan sosial, yang berarti memberikan hak-hak
yang setara kepada setiap individu, serta menegaskan pentingnya adanya
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara
keseluruhan.

Namun, dalam realisasinya, prinsip-prinsip keadilan tersebut seringkali
terpengaruh oleh berbagai faktor politik dan sosial, yang dapat mengubah cara
hukum tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam praktik.
Tantangan ini semakin diperumit oleh adanya kebutuhan untuk menyelaraskan
prinsip-prinsip keadilan yang bersifat universal dengan konteks lokal yang
bervariasi, di mana perbedaan budaya dan pemahaman di masyarakat dapat
mengakibatkan variasi dalam cara penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai
keadilan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, jelas bahwa untuk mencapai
tujuan keadilan dalam hukum Islam, diperlukan adanya kolaborasi yang erat
antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, dan
masyarakat luas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem hukum
yang responsif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pentingnya
dialog yang terbuka dan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip
keadilan dalam konteks hukum Islam menjadi kunci untuk menciptakan harmoni

sosial yang nyata serta menegakkan keadilan yang hakiki dalam masyarakat.
Saran

Saran dari materi jurnal yang membahas Analisis Politik Hukum terhadap
Penerapan Asas Keadilan dalam Hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa
sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai
prinsip-prinsip keadilan dalam syariah, baik di kalangan penegak hukum maupun
masyarakat umum. Hal ini harus diiringi dengan upaya mendorong dialog
konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama,
dan masyarakat sipil, untuk menciptakan sinergi yang produktif dalam penerapan
hukum. Selain itu, penyesuaian norma hukum agar sesuai dengan konteks sosial
dan budaya lokal menjadi krusial, diikuti dengan penguatan mekanisme

pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi hukum. Langkah-langkah ini
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diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan diterapkan secara konsisten
dan berkesinambungan. Dengan demikian, reformasi hukum yang berfokus pada
keadilan akan lebih mudah dicapai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan
akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang

terpinggirkan.
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